REKTOR UNIVERSITAS MUSAMUS

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUSAMUS

NOMOR 004 TAHUN 2018

TENTANG

KODE ETIK SIVITAS AKADEMIKA DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Menimbang

DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUSAMUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS MUSAMUS,

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) maka perlu menetapkan
Peraturan Rektor Universitas Musamus tentang Kode
Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan

Universitas Musamus.

. bahwa dalam rangka pelaksanaan seluruh aktivitas

sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang
transparan, responsif dan dapat
dipertanggungjawabkan, sesuai dengan ketentuan
peraturan yang berlaku, diperlukan standar perilaku
sebagai dasar bersikap dan bertindak bagi seluruh
civitas  akademika dan  tenaga = kependidikan

Universitas Musamus;

. bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan

Peraturan Rektor tentang Kode Etik Civitas Akademika
dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Universitas

Musamus.



Mengingat

Menetapkan

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun

2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2010 tentang

Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas

Borneo Tarakan dan Universitas Musamus;

. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan

Tinggi Nomor 36 Tahun 2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Universitas Musamus;

. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan

Tinggi Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tata Nilai,
Budaya Kerja, dan Kode Etik Pegawai di Lingkungan

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan

Tinggi Republik Indonesia Nomor 328 /M /KPT.KP/2017
tanggal 17 Juli 2017 tentang Pengangkatan Rektor

Universitas Musamus Periode Tahun 2017- 2021.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUSAMUS
TENTANG KODE ETIK SIVITAS AKADEMIKA DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS
MUSAMUS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Istilah

Istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Kode Etik Dosen dan tenaga

Kependidikan Universitas Musamus terdiri dari :

1. Universitas Musamus selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Unmus

adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset,

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

2. Rektor Unmus adalah organ yang menjalankan fungsi penetapan

kebijakan non-akademik dan pengelolaan Unmus.



(1)
(2)

(3)

Pemimpin unit kerja adalah Dekan, Ketua Lembaga, Kepala Biro,
Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Unmus.

Kode Etik adalah pedoman sikap tingkah laku, dan perbuatan yang
harus dilaksanakan oleh setiap dosen dan tenaga kependidikan
Unmus, yang bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat serta
menjamin hak dan kewajiban dosen dan tenaga kependidikan Unmus.
Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama
mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat.

Tenaga Kependidikan selanjutnya dalam peraturan ini disebut Tendik
adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk
menunjang penyelenggaraan pendidikan, yang terdiri atas tenaga
administrasi dan penunjang akademik di lingkungan Unmus.

Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Unmus.
Pasal 2

Sivitas akademika terdiri atas dosen dan mahasiswa.

Dosen terdiri atas dosen tetap PNS (Pegawai Negeri Sipil), dosen tetap
non PNS, dan dosen tidak tetap.

Tendik terdiri atas tendik tetap PNS, tendik tetap non PNS, dan tendik
tidak tetap.

Pasal 3

Kode Etik sivitas akademika dan tendik Unmus bertujuan untuk:

1.

menjaga martabat dan kehormatan sivitas akademika dan tendik
Unmus;

membangun kepribadian segenap sivitas akademika dan tendik
Unmus agar memiliki akhlak mulia;

menciptakan suasana akademik yang kondusif di lingkungan kampus
Unmus;

menciptakan hubungan yang harmonis antara dosen dengan

universitas, sejawat, tendik, mahasiswa, dan masyarakat;



sebagai pedoman dalam mengawasi perilaku dan memproses serta
memutus apabila terjadi pelanggaran kode etik dan peraturan

perundang-undangan oleh dosen, tendik, dan mahasiswa.

BAB II
KODE ETIK UMUM

Bagian Kesatu

Pasal 5

Kode Etik terhadap Diri Sendiri

Kode etik terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk:

1.

2
3.
4

10.

beriman dan bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

menjalankan ibadah sesuai agama/kepercayaan masing-masing;
bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari;

saling menghormati tanpa membedakan agama, suku, ras, dan status
sosial;

bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat;

bekerja inovatif dan visioner;

proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan
kemampuan diri sendiri;

menolak pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan
pelaksanaan tugas dan fungsi;

berpenampilan rapi dan sopan;

tidak melakukan tindakan pemerasan, berjudi, membawa dan
menyalahgunakan narkoba, minuman keras, dan zat adiktif lainnya di

lingkungan dan di luar lingkungan kampus;

Pasal 6
Kode Etik sebagai Warga Negara

Kode etik sebagai warga negara meliputi:

1.

setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan
menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara;
menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik

Indonesia (NKRI);



® N o g bk

mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan
pribadi dan golongan;

menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara;

memegang teguh rahasia negara;

menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;

menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggung jawab;
akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan tata

pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.

Pasal 7
Kode Etik terhadap Unmus

Kode etik terhadap Unmus meliputi :

1.
2.

10.
11.

menjunjung tinggi visi, misi, dan tujuan Unmus;

mengutamakan kepentingan Unmus di atas kepentingan golongan
atau diri sendiri;

menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Unmus;

menjaga rahasia Unmus dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-
baiknya;

melaksanakan segala ketentuan Unmus dengan penuh pengabdian,
kesadaran, dan tanggungjawab;

menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana Unmus dengan
sebaik-baiknya;

taat terhadap peraturan perundang-undangan, peraturan kedinasan,
standar operasional, dan tata kerja yang berlaku di Unmus;

mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang;

meminta izin kepada pimpinan unit kerja dan Unmus sebelum
melakukan kegiatan yang menyangkut Unmus di luar kampus;
memberikan pelayanan prima kepada semua stakeholder;

mentaati ketentuan jam kerja dan memelihara suasana kerja yang
baik.



Pasal 8
Kode Etik terhadap Masyarakat

Kode etik terhadap masyarakat meliputi:

1. membina hubungan sesuai dengan norma kesusilaan yang baik dan
norma kepatutan dengan masyarakat;

2. menolak gratifikasi dari masyarakat yang berhubungan dengan
kewenangannya dan berlawanan dengan kewajiban tridharma
perguruan tinggi;

3. membina hubungan yang harmonis dengan masyarakat dalam

melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi.

Bagian Kedua
Pasal 7
Kode Etik Dosen terhadap Teman Sejawat

Kode etik dosen terhadap teman sejawat meliputi:

1. membina hubungan yang harmonis dalam melaksanakan tri dharma
perguruan tinggi dengan memperlakukan sejawat secara adil dan tidak
diskriminatif sesuai kewajibannya masing-masing;

2. memberi kesempatan kepada sejawat untuk mengembangkan
pengalaman, keterampilan, dan keahliannya dalam tugas profesinya;

3. saling menghormati dan menghargai sesama sejawat dengan prinsip
asah, asih, dan asuh;

4. membina hubungan sesuai norma kesusilaan yang baik dan norma

kepatutan sejawat.

Pasal 8
Kode Etik Dosen terhadap Tendik

Kode etik dosen terdapat Tendik meliputi:

1. membina hubungan yang harmonis dalam melaksanakan tugas
tridharma perguruan tinggi dengan memperlakukan tendik sesuai
dengan hak dan kewajiban masing-masing;

2. saling menghormati dan menghargai dengan tendik berdasarkan
prinsip asah, asih, dan asuh;

3. membina hubungan sesuai dengan norma kesusilaan yang baik dan

norma kepatutan dengan tendik.



Pasal 9
Kode Etik Dosen terhadap Mahasiswa

Kode etik dosen terhadap mahasiswa meliputi:

1.
2.

berdedikasi, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam mengajar;
memperlakukan mahasiswa secara sama tanpa memandang status
sosial, agama, suku dan ras mahasiswa;

menjaga hubungan baik dengan bersikap dan bertindak adil terhadap
mahasiswa;

tidak merokok pada saat tatap muka dalam ruangan kelas maupun
ruangan kantor;

terbuka untuk menerima pertanyaan mengenai pelajaran yang
diasuhnya dan bersedia menolong bagi mahasiswa yang mengajukan

pertanyaan di kelas maupun ditempat lain;

Bagian Kedua
Pasal 10
Kode Etik Tendik terhadap Dosen dan Teman Sejawat

Kode etik tendik terhadap dosen dan teman sejawat meliputi:

1.

saling menghormati dan menghargai sesama tendik dengan prinsip
asah, asih, dan asuh;

membina hubungan sesuai norma kesusilaan yang baik dan norma
kepatutan sejawat;

menghargai perbedaan pendapat.

Pasal 11
Kode Etik Tendik terhadap Mahasiswa

memperlakukan mahasiswa secara sama tanpa memandang status
sosial, agama, suku dan ras mahasiswa,;
menghindarkan diri dari penyalahgunaan dalam bentuk apapun untuk

kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.



Bagian Keempat
Pasal 12
Kode Etik Mahasiswa terhadap Dosen dan Tendik

Kode etik mahasiswa terhadap dosen dan Tendik meliputi:

1.

memperlakukan dosen dan tendik secara sama tanpa memandang
status sosial, agama, suku dan ras;

menghormati dan menghargai dosen dan tendik;

santun dalam berkomunikasi dengan dosen dan tendik baik secara

langsung maupun tidak langsung.

BAB III

KODE ETIK DALAM PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 13
Kode Etik Dosen dalam Bidang Pendidikan dan Pengajaran

Kode etik dosen dalam bidang pendidikan dan pengajaran meliputi:

1.
2.

menjunjung tinggi dan mengamalkan tridharma perguruan tinggi;
menjadi panutan bagi mahasiswa sebagai figur yang memiliki
kepedulian tinggi terhadap pengembangan IPTEKS;

merencanakan materi kuliah dan penugasan kepada mahasiswa serta
aturan bagi mahasiswa yang mengikuti kuliahnya sebelum kuliah
semester tertentu dimulai. Perencanaan tersebut dituangkan ke dalam
silabus yang dibagikan kepada mahasiswa pada saat tatap muka di
minggu pertama semester tertentu;

berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa;

berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan,
keterampilan dan sikap para mahasiswa;

terbuka terhadap kritik dan masukan yang membangun;

menyediakan waktu konsultasi bagi mahasiswa di luar waktu tatap
muka terjadwal di kelas. Di luar waktu yang telah disediakan,
pertemuan antara dosen dengan mahasiswa dilaksanakan terlebih
dahulu dengan pembuatan janji;

mengevaluasi pekerjaan mahasiswa (ujian dan tugas) secara objektif
dan konsisten sesuai dengan aturan yang Dberlaku, serta

mencerminkan komitmen pada silabus;



9. Dberintegritas tinggi dalam mengevaluasi hasil pekerjaan ujian dan
bentuk penugasan lain dalam memenuhi komitmen seperti yang telah

disusun pada silabus.

Pasal 14
Kode Etik Dosen dalam Bidang Penelitian

Kode etik dosen dalam bidang penelitian meliputi:

1. melakukan penelitian secara rasional, obyektif, jujur, dan bijaksana;

2. Dbersikap terbuka, kecuali untuk hasil penelitian yang dipatenkan;

3. melakukan prosedur penelitian yang sistematis dengan menggunakan
pembuktian yang sahih;

4. menghormati dan menghargai obyek penelitian;
senantiasa berusaha menghasilkan karya ilmiah dengan kualitas yang
dapat dipertanggungjawabkan;

6. menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah serta
menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar norma masyarakat

ilmiah seperti plagiat, pemalsuan data dan sebagainya.

Pasal 15
Kode Etik Dosen dalam Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

Kode etik dosen dalam bidang pengabdian kepada masyarakat meliputi:

1. mempertimbangkan dan mencegah timbulnya kekeliruan persepsi
dalam masyarakat;

2. mengambil langkah proaktif untuk melakukan pelayanan dan
pengabdian kepada masyarakat;

3. Dbertanggung jawab atas materi pelayanan dan pengabdiannya kepada
masyarakat sesuai bidang ilmu dan teknologi yang dikuasainya;

4. Dbersikap proaktif melakukan pelayanan dan pengabdian kepada
masyarakat untuk memecahkan masalah yang meresahkan atau

membahayakan masyarakat, termasuk pada musibah bencana;

5. menyelaraskan kegiatan profesional pribadi dengan kegiatan
pelayanan masyarakat yang dilandasi tujuan luhur membantu

masyarakat.



(1)

(2)
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(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)
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BAB V
PENEGAKAN DAN SANKSI KODE ETIK

Pasal 16
Penegakan Kode Etik

Untuk kepastian penegakan kode etik, maka kode etik dijadikan
sebagai bagian dari tata tertib yang berlaku di lingkungan Universitas.
Setiap Dosen dan Tendik yang melanggar kode etik akan dikenai

sanksi.

Pasal 17
Majelis Kode Etik

Rektor Unmus membentuk Majelis Kode Etik.

Keanggotaan Majelis Kode Etik berjumlah ganjil yang terdiri atas:

a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;

b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota;

c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.

Anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diangkat berdasarkan Keputusan Rektor.
Pasal 18

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a
bertanggungjawab dalam melakukan pemanggilan dosen atau tendik
yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran kode etik dan
memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya
pelanggaran kode etik.

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b
bertanggungjawab dalam melakukan surat-menyurat dan pencatatan
terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya
pelanggaran kode etik.

Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf c
bertanggungjawab dalam membantu ketua dalam pelaksanaan

pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran kode etik.

Pasal 19
Jabatan atau pangkat anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih



(2)
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rendah dari jabatan atau pangkat dosen atau tendik yang diperiksa.
Masa tugas Majelis Kode Etik berakhir pada saat selesai dilakukan

pelaporan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik.

Pasal 20

Majelis Kode Etik bertugas:

1.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

memeriksa dosen atau tendik yang disangka melakukan pelanggaran
kode etik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;

meminta keterangan dari pihak lain atau pejabat lain yang dipandang
perlu;

mendengarkan pembelaan diri dari dosen atau tendik yang diduga
melakukan pelanggaran kode etik;

memberikan rekomendasi kepada Rektor atau pejabat yang berwenang
atau pejabat lain yang ditunjuk;

menyusun laporan hasil pemeriksaan tentang dugaan adanya
pelanggaran kode etik yang dituangkan dalam Laporan Hasil
Pemeriksaan.

Pasal 21

Dugaan terjadinya pelanggaran kode etik diperoleh dari pengaduan
tertulis atau temuan sivitas akademika atau tendik.

Setiap sivitas akademika atau tendik yang mengetahui adanya dugaan
pelanggaran kode etik menyampaikan pengaduan kepada atasan dosen
atau tendik yang diduga melakukan pelanggaran.

Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran
yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor.

Setiap atasan dosen atau tendik yang menerima pengaduan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memeriksa pengaduan
tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.

Ketua jurusan yang menerima pengaduan adanya dugaan pelanggaran
kode etik mahasiswa wajib memeriksa pengaduan tersebut dan
menjaga kerahasiaan identitas pelapor.

Atasan dosen atau pegawai yang mengetahui adanya dugaan
pelanggaran kode etik wajib meneliti pelanggaran tersebut bersama
minimal 2 (dua) orang dosen atau tendik yang ditunjuk oleh pimpinan

unit.
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Ketua jurusan yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran kode etik
oleh mahasiswa wajib memeriksa pelanggaran tersebut bersama
minimal 2 (dua) orang dosen.

Dalam melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran kode etik,
atasan dosen atau tendik yang diduga melakukan pelanggaran secara
hierarki wajib meneruskan kepada Rektor.

Atasan dosen atau tendik yang tidak memenuhi kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dianggap
melakukan pelanggaran kode etik dan dikenakan sanksi moral atau

sanksi hukuman disiplin.
Pasal 22

Setiap dosen atau tendik yang terbukti melakukan pelanggaran kode

etik dikenai sanksi.

Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. permohonan maaf yang dituangkan dalam Surat Pernyataan
Permohonan Maaf;

b. pernyataan penyesalan yang dituangkan dalam Surat Pernyataan
Penyesalan;

c. pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan
ketentuan perundang-undangan apabila mengulangi perbuatannya
atau melakukan pelanggaran kode etik lainnya yang dituangkan
dalam Surat Pernyataan Sikap.

Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara

tertulis dan bermaterai kepada Rektor atau pejabat yang berwenang.

Rektor atau pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) mengumumkan sanksi secara terbuka melalui forum pertemuan

resmi, upacara bendera, papan pengumuman, media massa, dan/atau

forum lain atau secara tertutup yang dilakukan di dalam ruangan
tertutup dan hanya diketahui oleh dosen atau tendik yang
bersangkutan dan pejabat lain yang dituangkan dalam Pengumuman.

Apabila dosen atau tendik yang terbukti melakukan pelanggaran kode

etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia melaksanakan

sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditetapkan
kepada dosen atau tendik yang bersangkutan, maka diusulkan kepada

Rektor atau pejabat yang berwenang untuk dijatuhi hukuman disiplin



(3)
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sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 23

Sivitas akademika dan tendik yang diduga melakukan pelanggaran
kode etik wajib memenuhi panggilan Majelis Kode Etik.

Sivitas akademika dan tendik yang diperiksa oleh Majelis Kode Etik
berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri
atas pelanggaran kode etik yang diduga dilakukannya.

Apabila sivitas akademika dan tendik tidak memenuhi panggilan
Majelis Kode Etik tanpa alasan yang sah, dilakukan pemanggilan
kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam Surat Panggilan.
Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir, pemeriksaan
diserahkan kepada pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi
Majelis Kode Etik.

Sivitas akademika dan tendik sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dapat dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Keputusan Rektor
Universitas Musamus Merauke, nomor 06/UNIMMER/XI/2007 tanggal
02 November 2007 tentang Kode Etik Sivitas Akademik Universitas

Musamus Merauke Tahun 2007 dinyatakan tidak berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditétéijkén di Merauke
Pada tanggal 28 Februari 2018
R UNIVERSITAS MUSAMUS,

PHILIPUS BETAUBUN é
YNIP 197904192002121006



